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ABSTRAK

Permasalahan yang muncul mengenai Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang
kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi I[lmu Administrasi Amuntai adalah pertama banyaknya ditemukan
Mahasiswa kedapatan merokok di lingkungan kampus yang seharusnya dilarang. Kedua Banyaknya
Mahasiswa yang melanggar peraturan sehingga petugas atau penegakan kebijakan dari pihak berwenang yang
ada di kampus kewalahan menegur. Ketiga Kurangnya Sosialiasi dari Kampus tentang Kawasan Tanpa Rokok
dilingkungan kampus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Amuntai serta mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016
tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan
mencakup wawancara, observasi, dan pencatatan.. Teknik penelitian ini menggunakan Purposive Sampling
dan sumber data penelitian ini adalah informan dari pegawai STIA Amuntai dan Mahasiswa/i aktif STIA
Amuntai yang seluruhnya Terdiri dari 12 orang. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik yang
meliputi penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5
Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi [lmu Administrasi Amuntai kurang optimal.
Dilihat dari indikator yang tidak sesuai seperti Indikator Sumber Daya Finansial, Organisasi Formal dan
Informal, Komunikasi dan koordinasi Antar Organisasi, Aktivitas Pelaksana, Lingkungan ekonomi, Kondisi
Sosial. Disamping itu faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5
Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yaitu adalah faktor
sosial dari kesadaran para pelaksana kebijakan dan mahasiswa. Sedangkan Faktor pendukung dalam
Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada
Sekolah Tinggi [lmu Administrasi yaitu Komitmen para pelaksana kebijakan dan hadirnya Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk mengoptimalkan Implementasi dari Perda HSU No 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa
Rokok maka disarankan kepada Ketua STIA Amuntai agar melakukan pembentukan Tim Internal yang terdiri
dari Civitas Akademika dan Mahasiswa untuk mengawasi pelanggaran. Menghimbau mahasiswa dan pegawai
untuk saling mengingatkan satu sama lain jika melihat pelanggaran yang terlihat, melakukan sosialiasi secara
menyeluruh baik secara langsung maupun melalui media cetak seperti spanduk, brosur atau digital, dan kepada
Mahasiswa serta Pegawai diharapkan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

The first problem with the Amuntai School of Administrative Sciences' Hulu Sungai Utara Regional
Regulation No. 5 of 2016 on smoke-free zones is the regular occurrence of students smoking on campus, which
is against the law. Second, the authorities on school do not enforce the regulation or issue reprimands to the
officers, and it is even noted that the authorities themselves smoke on campus. Third, there is a dearth of
campus-wide socializing regarding the campus's smoke-free zone. Understanding how Regional Regulation
No. 5 of 2016 on Smoke-Free Areas is implemented at the Amuntai School of Administrative Sciences Campus
and identifying the contributing elements are the goals of this study.

This research utilizes a descriptive qualitative approach. Interviews, observations, and documentation
are the methods utilized to gather data. This research technique employs Purposive Sampling, and the data
sources for this study include 12 informants who are both active students and staff at STIA Amuntai. Following
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data collection, methods such as data reduction, data presentation, and conclusion drafting are used for
analysis..

The results of the research indicate that the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai
Utara No. 5 of 2016 regarding smoke-free areas at the Amuntai School of Administrative Sciences less than
optimal. Viewed from the indicators that do not align, such as Financial Resource Indicators, Formal and
Informal Organizations, Inter-Organizational Communication and Coordination, Implementation Activities,
Economic Environment, and Social Conditions. In addition, the factors influencing the implementation of
Regional Regulation of Hulu Sungai Utara No. 5 of 2016 concerning smoke-free areas at the Amuntai School
of Administrative Sciences are the social factors of awareness among policy implementers and students.
Meanwhile, the supporting factors in the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara No. 5
of 2016 concerning smoke-free areas at the School of Administrative Sciences are the commitment of policy
implementers and the presence of Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning Smoke-Free Areas.

To optimize the implementation of Hulu Sungai Utara Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning
Smoke-Free Areas, it is recommended that the Chairperson of STIA Amuntai form an Internal Team consisting
of Academic Civitas and Students to monitor violations. Encouraging students and staff to remind each other
if they see any visible violations, conducting thorough socialization both directly and through printed media
such as banners, brochures, or digital media, and expecting students and staff to comply with the established
policies.

Keywords: Implementation, Regulation at the District Level, Smoke-Free Area

PENDAHULUAN

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan area yang ditentukan untuk melarang penggunaan
rokok. melarang aktivitas merokok serta kegiatan yang berkaitan dengan rokok, seperti penjualan,
produksi, iklan, dan promosi produk rokok dalam bentuk apa pun. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan
umum Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7
Tahun 2011 tentang Petunjuk Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya, pemerintah juga
memperkuat aturan Tentang larangan untuk merokok melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2012 bagian Kelima peraturan ini, disebutkan bahwa terdapat beberapa tempat yang dilarang
untuk merokok, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah dan perguruan tinggi, area bermain
anak, tempat beribadah, transportasi umum, lokasi kerja, fasilitas umum, serta lokasi lainnya yang
ditentukan untuk melindungi masyarakat dari risiko asap rokok.

Pasal 115 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 menekankan bahwa pemerintah daerah harus
menetapkan area bebas rokok (KTR) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu daerah yang
telah mengatur kebijakan mengenai KTR adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Area Bebas Rokok. Kebijakan ini melarang
merokok dan penjualan rokok di beberapa kawasan yang termasuk dalam wilayah bebas rokok,
seperti area perkantoran, tempat Pendidikan, fasilitas ibadah, dan tempat bermain anak sesuai dengan
ketentuan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 5 Tahun 2016 tentang KTR,
tempat proses belajar mengajar merupakan salah satu kawasan yang bebas dari asap rokok. Tempat
ini mencakup lokasi di mana Proses belajar mengajar atau pendidikan serta pelatihan berlangsung,
Misalnya sekolah, madrasah, universitas, lembaga kursus, TPA/TPSQ serta Ruang perpustakaan,
ruang praktik atau laboratorium, museum, dan tempat serupa.

Hadirnya Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Mengenai kawasan tanpa
rokok di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun
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2011 Tentang Petunjuk Penerapan Kawasan Tanpa Rokok -area merokok. Daerah. Menjamin hak atas
lingkungan yang sehat untuk mengakses status sosial (Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2016)

Lokasi lain yang ditetapkan adalah area terbuka yang dapat digunakan bersama untuk
berbagai kegiatan masyarakat. (Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, 2011)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai merupakan salah satu perguruan tinggi yang
berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kampus STIA
Amuntai Masih terdapat pelanggaran terkait kawasan tanpa rokok di atur dalam Peraturan Daerah
Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016.

Sebagai salah satu tempat belajar mengajar seharusnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Amuntai mampu menerapkan secara baik dan tegas tentang Kawasan Tanpa Rokok yang tetapkan
pada Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Kawasan Tanpa Rokok,
namun pada nyatanya di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai belum menerapkan
secara maksimal, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran
mengenai Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di area Kampus Sekolah Tinggi [lmu Administrasi
Amuntai.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa fenomena masalah
pada pasar induk Amuntai, yaitu:

1. Masih banyaknya ditemukan Mahasiswa kedapatan merokok di lingkukan kampus yang
seharusnya dilarang, sehingga banyak yang merasa bebas tanpa aturan yang berlaku.

2. Banyaknya Mahasiswa yang melanggar peraturan sehingga petugas atau penegakan kebijakan
dari pihak berwenang yang ada di kampus kewalahan menegur bagi mahasiswa yang sedang
merokok di lingkungan kampus.

3. Kurangnya Sosialiasi dari Kampus tentang Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan kampus yang
menyebabkan banyak mahasiswa tetap merokok secara sembarangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang
“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA SAEKOLAH
TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI”.

METODE

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yang
beralamat di J1. Bthman Villa No.123, Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan 71411 dengan 12 informan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami
atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif melibatkan
Menganalisis fenomena secara lebih mendalam atau membandingkannya dari fenomena lain.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau
menggambarkan variabel-variabel yang telah terjadi maupun yang sedang berlangsung. (yang sedang
berlangsung). (Siyoto and Sodik).

Sumber data inilah yang kita sebut dengan sumber dan penyedia informasi dalam penelitian.
Sedangkan menurut Satori dalam (Ibrahim) Sumber data dapat berupa benda, orang, nilai atau pihak-
pihak yang diyakini mengetahui keadaan sosial yang menjadi bahan obyek penelitian (sumber
informasi).

Sumber data dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dimana bisa digunakan dalam
situasi: (1) peneliti menerapkan teknik Purposive Sampling untuk memilih partisipan yang akan
___________________________________________________________________________________________________________________|
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memberikan informasi, (2) Peneliti menerapkan Purposive Sampling digunakan untuk menentukan
responden yang susah dijangkau. Untuk itu, peneliti cenderung subjektif yang ditentukan oleh peneliti
sendiri, (3) Peneliti berkeinginan untuk mengenali responden tertentu guna melakukan wawancara

mendalam.

PEMBAHASAN

Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan proses mengubah
peraturan menjadi tindakan. Faktanya, implementasi sebuah kebijakan adalah sebuah proses yang
sangat kompleks, bahkan seringkali bersifat politis karena adanya intervensi dari berbagai
kepentingan. (Agustino, 2020)

Subarsono (Subarsono, 2021) mengungkapkan Dalam berbagai sistem politik, kebijakan
publik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Instansi pemerintah melaksanakan pekerjaan
pemerintah sehari-hari yang berdampak pada warganya.

Menurut Jones (Meutia, 2017), Implementasi merupakan proses penting dalam proses
kebijakan dan tidak dapat dipisahkan dari proses pengembangan kebijakan. Sedangkan Menurut
Udoji, implementasi lebih penting dibandingkan pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sebatas
angan-angan atau rencana yang baik dan Akan disimpan dalam catatan jika tidak dilaksanakan.

Implementasi adalah penerapan keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat juga dalam bentuk keputusan, pedoman, atau keputusan pengadilan.
(Meutia, 2017).

Menurut A. Mazmanian dan P. A. Sabatier (Dewi, 2016) menyatakan bahwa pelaksanaan
adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program yang dinyatakan efektif atau
dirumuskan adalah fokus utama pelaksanaan kebijakan, yaitu "kejadian dan kegiatan yang timbul
sesudah  disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk
mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan
dan program yang sedang atau akan dilaksanakan".

Menurut (Kadji, 2015) Implementasi kebijakan merupakan tahap pengambilan keputusan,
misalnya penetapan peraturan perundang-undangan, penetapan peraturan eksekutif dan penetapan
keputusan pengadilan, atau penetapan standar peraturan dan akibat Kebijakan yang berdampak pada
berbagai aspek kehidupan masyarakat.. kehidupan. Sekalipun suatu kebijakan diimplementasikan
dengan baik, selalu ada risiko kegagalan jika proses pelaksanaannya tidak benar. Kebijakan yang
kredibel sekalipun, jika tidak dilaksanakan dengan benar dan optimal, akan gagal mencapai tujuan
yang telah ditetapkan oleh perancangnya.

Proses implementasi ini dapat dipahami sebagai suatu gambaran atau pelaksanaan nyata dari
sebuah kebijakan, yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal dalam
Pelaksanaan kebijakan publik, yang terjadi melalui interaksi dengan berbagai variabel..

Pada Penelitian ini, sang penulis mengambil teori dari Van Metter & Van Horn dalam Buku
Agustino. Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn (Agustino, 2019), Yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur jika dan hanya jika skala
serta tujuan kebijakan tersebut adalah realistis, dengan mempertimbangkan budaya sosial yang
ada pada tingkat implementasi kebijakan tersebut. Ketika ukuran atau tujuan politik terlalu idealis

Ramadani, Akhmad Berkatillah, Selamat Riadi | Implementasi Peraturan Daerah...| 388



JURNAL ISSN : 3063- 3664
KEBIJAKAN PUBLIK Vol. 2, No. 1, 2025

(atau bahkan terlalu utopis) untuk diterapkan di tingkat warga negara, maka akan sulit untuk
menerapkan Kebijakan publik yang dapat dianggap sukses.
a. Kejelasan Tujuan Kebijakan

Tujuan yang jelas merupakan bagian yang penting dalam Implementasi Peraturan
Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada
Sekolah Tinggi lImu Administrasi Amuntai.

Berdasarkan dengan hasil dapat disimpulkan bahwa Kejelasan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah
jelas dari mulai keluar peraturan tersebut untuk mengurangi jumlah penggunaan rokok
dikawasan yang seharusnya termasuk bebas asap rokok

b. Ketepatan Sasaran Kebijakan

Ketepatan sasaran Kebijakan merupakan bagian yang penting dalam Implementasi
Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
pada Sekolah Tinggi IImu Administrasi Amuntai

Berdasarkan dengan hasil dapat disimpulkan bahwa sasaran dari Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasn Tanpa Rokok adalah
sudah tepat yaitu kepada Mahasiswa dan pegawai. Namun sasaran yang dituju tidak tahu yang
sehingga masih banyak melakukan pelanggaran.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk
memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia adalah sumber daya yang paling penting yang
menentukan keberhasilan pelaksanaan proses tersebut. Tahapan tertentu dalam keseluruhan
proses pelaksanaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan
pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politis. Namun, ketika kapasitas
dan sumber daya tersebut nol, maka sulit untuk mengharapkan bahwa kebijakan publik akan
berjalan dengan efektif.

Namun selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang juga perlu mendapat perhatian
adalah sumber daya keuangan dan waktu. Memang benar, senang atau tidak senang, ketika
tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, Hal ini akan menimbulkan masalah
dalam pencapaian tujuan kebijakan. Prinsip yang sama berlaku untuk sumber daya waktu, Ketika
tenaga kerja berusaha dengan keras dan pencairan dana berlangsung tanpa hambatan, namun. ada
kendala waktu, hal ini juga dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan publik.

a. Ketersediaan Sumber Daya (Petugas)
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas memanfaatkan

sumber daya yang tersedia. Individu yang berkualitas dan berkemampuan merupakan sumber
daya terpenting yang menentukan keberhasilan proses implementasi.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (petugas) dalam
pelaksanaan tentang Kawasan tanpa Rokok ini sudah ada yaitu pegawai dan petugas
kemananan namun belum ada petugas yang dibentuk secara khusus untuk

mengimplementasikan peraturan tersebut.
b. Ketersediaan Anggaran Dana (Finansial)
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi Amuntai belum berjalan maksimal karena hanya dilakukanya penempelan
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yang berisi laranngan merokok dan terdapat puntung rokok yang berserakan diruang lingkup
kampus.
c. Ketersediaan Waktu
Ketersediaan Waktu adalah bagian yang penting dalam Implementasi sebuah
kebijakan. Karena perlunya waktu bagi petugas untuk melakukan pembagian waktu untuk
pengimplementasian.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa Sumber daya
(waktu) dalam pelaksanaan Peraturan belum tersedia karena para petugas hanya bersantai diri
ketika ada pelanggaran berlangsung.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Fokus pelaksana mencakup Organisasi resmi dan tidak resmi yang akan berperan dalam
pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini penting karena memengaruhi efektivitas pelaksanaan
kebijakan (publik) yang akan sangat dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik kapasitas lembaga
pelaksana yang relevan. Selain itu, ruang lingkup atau wilayah implementasi kebijakan juga perlu
diperhatikan saat menentukan lembaga pelaksana. Semakin luas penerapan kebijakan, semakin
besar pula jumlah entitas yang berpartisipasi.
a. Organisasi Formal
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Organisasi formal dalam pelaksanaan

Peraturan tersebut ada namun tidak maksimal karena tidak ada organisasi formal yang dibuat
khusus dalam melaksanakan peraturan ini.
b. Organisasi Informal
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembentukan dan kerjasama
antar organisasi informal dikarenakan ada petugas yang memang berkewajiban akan hal
tersebut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Imu Administrasi Amuntai.
4. Sikap atau kecenderungan (Dispotition) para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari Pelaksana akan sangat menentukan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Ini mungkin terjadi karena kebijakan yang
diterapkan bukanlah hasil dari rumusan masyarakat lokal yang sangat mengerti akan masalah
dan tantangan yang mereka hadapi. Namun, kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana
adalah kebijakan yang bersifat top-down, sehingga besar kemungkinan pengambil keputusan
tidak akan pernah mengetahui (bahkan mungkin menyentuh) kebutuhan, harapan, atau
permasalahan yang ingin ditangani oleh masyarakat.

a. Sikap Para Pelaksana
Sikap menerima atau menolak dari pelaksana (agen) akan memiliki pengaruh besar
terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana akan Peraturan Daerah
Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah Tinggi
IImu Administrasi Amuntai tersebut bisa dibilang setuju karena para pelaksana kebijakan
meyakini bisa saling dukung untuk melaksanakannya walaupun masih terdapat beberapa
pelanggaran yang terjadi.
b. Pemahaman Para Pelaksana
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari pelaksana Peraturan
Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah
Tinggi llmu Administrasi Amuntai dapat dikatakan memahami namun semua dari petugas
keamanan tidak sepenuhnya memahami peraturan kawasan tanpa rokok sehingga masih bayak
yang melakukan pelanggaran di ruang lingkup kampus
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5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana
Koordinasi adalah mekanisme dan syarat utama yang menentukan suksesnya pelaksanaan
kebijakan semakin efektif koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
proses pelaksanaan, maka kesalahan yang terjadi akan semakin sedikit, begitu juga sebaliknya.
a. Komunikasi
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan komunikasi terhadap tidak berjalan dengan baik
karena masih terdapat beberapa pelanggaran yang dimana ketika ada yang melakukan
pelanggaran pihak yang terkait itu belum adanya komunikasi
b. Koordinasi
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar organisasi terhadap
Peraturan belum terkoordinasikan dengan baik kepada mahasiswa dan petugas.
c. Aktivitas Pelaksanaan
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa aktivitas pelaksanaan terhadap Peraturan
Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah
Tinggi llmu Administrasi Amuntai belum berjalan maksimal karena masih ada terlihat
pelanggaran diruang lingkup kampus dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang berkenaan
dengan pelanggaran tersebut.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Hal terakhir yang perlu dicermati untuk memahami pengimplementasian kebijakan publik
berdasarkan perspektif yang diungkapkan oleh van Metter dan van Horn adalah seberapa besar
sumbangan lingkungan eksternal terhadap suksesnya implementasi kebijakan publik.
Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta
lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan
kebijakan. Dengan demikian, upaya pelaksanaan kebijakan juga perlu mempertimbangkan
keadaan yang mendukung dari lingkungan eksternal.
a. Lingkungan Ekonomi
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Ekonomi terhadap Peraturan
dapat memberikan dampak yang cukup baik jika melakukan penegasan akan peraturan dan
terhadap diri masing-masing.
b. Kondisi Sosial
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya kurang baik karena
belum kondusif karena masih terdapat beberapa pelanggaran diruang lingkup kampus dan hal
ini balik lagi dari kesadaran masing-masing.\
c. Kondisi Politik
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa kondisi dukungan pemerintah sangat

Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah
Tinggi llmu Administrasi nyatanya belum ada dukungan yang pasti untuk saling mendukung
antar implementor untuk menyadarkan bahaya akan rokok.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, terdapat ada penghambat dalam implementasi
peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Pada Sekolah Tinggi [lmu Administrasi Amuntai adalah:
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1. Faktor Pendukung
Faktor pendukung keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi IImu Administrasi Amuntai
adalah:

a. Ketaatan dari pelaksana kebijakan
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung keberhasilan
implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang kawasan
tanpa rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah ketaatan dari pihak

implementor baik dari pegawai maupun mahasiswa.
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan
Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini
pada kampus Sekolah Tinggi [lmu Administrasi Amuntai adalah melakukan pentataan dari
peraturan tersebut sehingga semua orang yang berada diruang lingkup kampus
mengetahuinya.
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan
Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini
pada kampus Sekolah Tinggi [lmu Administrasi Amuntai ini mengacu dari segenap Civitas
Akademik memahami dan mentaati kebijakan yang berlaku serta menunjukkan rasa sadar diri
akan pelanggaran yang terjadi..
b. Hadirnya peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa
rokok
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi Peraturan
Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok pada Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai tidak menyediakan tempat khusus merokok guna
mengurangi jumlah pengguna rokok yang ada di ruang lingkup kampus.
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Implementasi
Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini
pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah menggunakan media seperti
peletakan tanda peringatan dilarang merokok dan dapat diajak bekerja sama dalam
melaksanakan peraturan tersebut.
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Implementasi
Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok ini
bentuk dan arahan bagi pegawai dan mahasiswa untuk berpartisipasi pada kampus Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai ini menunjukkan bahwa dari pihak kampusnya sendiri
tidak membuatkan tempat khsusus untuk merokok.
2. Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil terdapat ada penghambat dalam implementasi peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada
Sekolah Tinggi lImu Administrasi Amuntai adalah:
a. Kurangnya kesadaran diri dari setiap individu
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam sebuah
Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan
tanpa rokok ini pada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai adalah banyaknya
dari mahasiswa yang melakukan pelanggaran merokok diruang lingkup kampus yang
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menyebabkan dalam pelaksanaan peraturan ini menjadi faktor utama dalam ketidakberhasilan
sebuah kebijakan.
Berdasarkan hasil dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam

Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang kawasan
tanpa rokok ini menunjukkan bahwa kesadaran diri dapat mempengaruhi implementasi
kebijakan yang mana masih banyaknya mahasiswa dan pegawai melanggar dan ini sudah
menjadi suatu kebiasanan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi [lmu Administrasi Amuntai secara umum bisa dikatakan
kurang optimal. Hal ini bisa diihat dari indikator sebagai berikut: Indikator kejelasan tujuan sudah
baik karena tujuannya sudah jelas. Indikator keterpatan sasaran kebijakan sudah baik karena sudah
jelas siapa sasaran tersebut. Indikator sumber daya manusia (Petugas) ada untuk melaksanakan
peraturan tersebut. Indikator Sumber Daya Finansial dikatakan belum baik karena tidak ada
penyedian bilik khusus bagi orang yang ingin merokok sehingga masih banyak terlihat pelanggaran
dan sisa puntung rokok yang berserakan. Indikator Organisasi Formal dan informal kurang baik
karena tidak ada pembentukan tim khusus dan tidak ada bentuk kerja sama dari luar dalam melakukan
pelaksanaan kebijakan. Indikator sikap pelaksana dalam pelaksanaan peraturan ini dapat dikatakan
setuju karena akan menimbulkan dampak yang positif. Indikator pemhaman pelaksana kebijakan
tersebut paham dengan peraturan namun masih terdapat banyaknya pelanggaran. Indikator
Komunikasi Antar Organisasi bisa dikatakan belum terjalin dengan baik karena masih ada
pelanggaran. Indikator koordinasi antar organisasi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik
karena tidak ada penekanan bagi yang melanggar peraturan tersebut. Indikator aktivitas pelaksanaan
belum optimal karena peraturan tersebut tidak ditegaskan sehingga masih banyak terjadi pelanggaran.
Indikator ;lingkungan ekonomi dapat dikatakan belum sesuai karena dengan penjualan tersebut dapat
meraih keuntungan dibeberapa toko. Indikator kondisi sosial dalam pelaksanaan peraturan ini dapat
dikatakan kurang baik karena ketidakkondusifan yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak
berjalan. Indikator dukungan dari pemerintah belum baik karena belum ada dukungan dan upaya
untuk menjalankan peraturan yang dikeluarkan.

Faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Amuntai terbagi dua yaitu: a. Faktor Pendukung yaitu pendukung berupa ketaatan dari pelaksana
kebijakan dan hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Kawasan Tanpa Rokok. b. Faktor Penghambat yaitu karena adanya faktor sosial dari
kesadaran para pelaksana kebijakan dan mahasiswa yang menjadi penghambat jalannya Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
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